
PEAfi ERIS{TAH KABUPATEN Nfr U NA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

fiJOMOR Oq TAHUNz0t'r

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat ll Muna Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan
dan Pengotahan Bahan Galian Golongan C dipandang perlu untuk dladakan
peninjauan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

lVfengingaf : f. (/ndang-undang ffomor 25 Tahun T959 tentang Pembentukan Daeraft-daerah
Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822),

2. Undang-undang Nomor I'I'ahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran lliegara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 1O Tahun 2Oi04 tentang Pembentukan P'eraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 353, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

4. Undang-undeng Nonior 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndortesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Notnor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
olergrr t/rnt'artiT-ffidary Mrrrnrr 12 Tattcn 2008 fentang Perub'ahan atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AM tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 A'bffi\r ?2Q Imtbahan letnbaar friegraria Refil.{bfik lndonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran l.legara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Nomor 4959);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5069);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578)',

L Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
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11'Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2o1o tentang_wilayah pertambangan(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun zoio r',rom or 2g,Tambahan Lembaran,'' 
i3r"1i,?*"F:ilqiiffili,nli Hf#,'d' ; ;; ; ;;;;;p" 

" 
ru"n""n Kes iata n U sa h aPertambangan lvlineral dan Batubara.. 1r-emoaran'N;"g;ru Republik lndonesia Tahun

,.i!i:,.}:T?r"1,i;l,iillxi3[5:T3*:t*"gslii!l,T#F*ffia}:x*ru;",;;
Penyetenggaraan Pengelolaan- us.an3 Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Repuotit lndonesia Tahun zolo r.riror g5, Tambahan Lembaran

', i:,.1in*"BfJ:,''fi?;n:ftr#",.TJ*r* ,;; ,*"* rata cara pemberian danPemanfaatan tnsentif Pemungutan Pajak pu"r"n ornhetribusi Daerah (LembaranNegara Republik lndonesia rihun ioio ttornoi riq rambahan Lembaran NegaraRepubrik lndonesla Nomor 516l1;
15' Peraturan Pemerintah tttomoi 

' 91 Tahun zolo tentang Jenis pajak DaerahBerdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau drbayai senoiri oleh wajib pajak(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoto rvo'rno r ls3,Tambahan lemabaranNegara Republik lndonesia Nomor Sizg) '-".-J

16' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis

tt' ffff#Htr',[g:1.1T 
^*gn9,., 

Nomor 10 rahun 2006 tentang prosedur

* [:gi,::lT'5;:1it:'*T,3J"",'il,;rnor 17 rahun 2006 renrang Lembaran Daenari

,n. g:l"?""r:f ifflil,'i Dl"r Neseri Nomor 53 rahu' 2007 tentans pensawasan

,o ffiffffiTf;?,"tr"ffTH'9trtr1"ffiffi";;;";"r 
2e rahun 200e tentans

,1F:*ry,:lff"sfl ,Tffi ,ts'"lil'-?ff .1*:ffi*!:llul**9'n:;,g?;;;;",nasdi
,, b'J,.*Xlin"G;ffi''EtriXiity-r= o,," Minerar Nomor 17 rahun 2010 tentans
,3H;ti,.l'fl ;#fl,tr#ffi,:ffi'rr^fim:9ffiffi g,*ti j,:l;.tu,i*","n"*.,

Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN II.IUNA
dan

BUPATI MUNA

MEMIJTUSKAN :

MCNETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LoGAM DAN BATuAN

*=t.*F,lfnl 
'MUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupetan tvtina;2' Pemerintah Daerah adarah pemerintah Kabupetan Muna;3. Bupatiadalah Bupati Muna;4' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPenryakilan Rakyat Daerah Kabupaten tvtuna;5. Dinas adarah Dinas-p.ertambangan dan Energi Kabupaten Muna;6' Kepafa Drhas ao'a/afi Kepafa or'ias rertamoaig";-JJn Energf Kabupaten Muna;7 ' Pejabat adalah peg-awai yang diberi tugas terte]rtu dibidang perpajakan Daerah sesuaidengan Peraturan Rerundang_undangan;

/,
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8' Badan adalah suatu bentuk ba{aJr usaha yang meliputi perseroan Terbatas,Perseroan Kornanditer, Perseroan lainnya, gaol; Lsaha 'rraiiir.'r.r"g"ra atau Daerahdengan nama dan bentuk apapun, Peisekutuan, perkumputan, Firma, Kongsi,Koperasi, yayaqan_atau organis.agi yant ;;F;; Lembaga Dana pensiun, BentukUsaha Tetap serta Bentuk UJaha lain;-9' Pajak Daerah yang selanjutnya disebut.Pajgk, adalah kontribusi wajib pajak kepada
laelah yang terutang oleh' orang prioaii ;tJ badan yang bersifat memaksaberdasarkan undang-undang dengan'tidak mendapatkan imoa'ian secara langsungdan digunakan untuk kepeduln daJgh oagiseu;;besarnya kemakmuran rakyat;f0' Paiak Mineraf Bukan Logam dan Batuari adatah p"iaf itl"s kdhi;; pengambilanMineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam baik di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan;

f f' Mineraf Bukan Logam adalah komoditas bahan galian dari Ketompok Mineraf BukanLogam sebagaimana di maksud dalam peritur"an perundang-undangan di bidang
-_ Pertambangan Mineral dan Batubara;
f2' Batuan adalah komoditas bahan galian dari Kelompok Batuan sebagaimana di maksuddalam Peraturan.Perundang-undangan di bidang Pertlmbangan Mineral dan Batubara;13' Pengambilan Mjneral Bukin Logam dan BatGn adalah suatu proses operasi produksipengefolaan bahan garian minerarbukan rogam dan batuan;
14' Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Bao-an, melijuti pembayaran pajak, memotongpajak dan memungut pajak, yang mempunyai rrak'uan'rewalioan p!fralaran sesuaidengan ketentuan peratu ra n peruncang-unciangan perpajakan oaeian j
15' Masa Pajak adatah jangka waktu r (situ) bulari [atender atau jangka waktu tain yangdiatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 6igafbulan karendei,-vani-men;aoi dasarEagi vaiib patak rrlrtuk qelvtritgng, menyetor, din mela;par?an pajak yang tefirtang:16' surat Pemberitahuan Pajik Dalrah yang'selanjrinv" disebut sprpD adatah suratyang oleh wajib pajak digunakan untu.li. mJtapo*an perhitungan dan/atau pembayaranpajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dai/atau hirta dan kewaJiban sessaidengan ketentuan peraturan perundang-unoangan perpajakan Daerah;
17' Surat setoran. Pajak Daerah yang selanluinya di 

' 
singkat sspD adalah buktipembayaran 

?.t?r. penyetoran pajal yang'tedh dirakukin uengan menggunakanformulir atau tidak dilaksanakan bungan 
-cara 

lain ke kas oaeEn melalui tempat
. ^ pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati;
18' Surat Ketetepan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
- ^ letetag-an pajak yang rnenentukan besirnya iumran pokok pajak yang terutang;19' Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang e'ayar Tambahan yang selanjutnya disingkatSKPDKBT, adalah surat ketetapan pilat< yang menentukan iambahan atas jumlah

pajak yang tetah ditetapl<an;
20' Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adatah suratketetapan pajak yang menentukan lumtan:pok"L p"i"i sama besarnya dengan jumlah
^. kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
21' Surat Ketetapan Pajak Daerah t-Juin Bayar ra;g selanjutnya disingkat sKpDLB,adalah surat ketet?Paft palak yang ditentut<an'luritah ketebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak ieuin ueiar daripada 'p"i"r yang terutang atau seharusnya
tidak terutang;

22' Surat Tagil-ran. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untukmelakukan tagihan pajak dan/atau sanksi aoministratif berupa bunga daryatau denda.

NAMA, oBJEK ffft3u",EK PAJAK

Pasal 2

Dengan.lamg Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiappengnrnbilan Mineral Bukan Logam dan Batuan,

L
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Pasal 3

(1) objek Pajak Mineral pukan Logam adalah kegiatan pengambilan mineralbukan logamdan batuan yang meliputi :

asbes;
batu tulis;
batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomite;
feldspart
garam batu ( halite);
grafit
graniUandesit;

m. gips;
n. hatsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. riitrat;
u. opsiden;
v. oker;
w pasirdan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. pl-rospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fuleers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarrosit;
hh. zeolit;
ii. basat;
jj. trakkit; dan
kk' mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari ob]ek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimanadimaksud pada ayat 1i; aOatatr :a' Jfugtatan prra'r.gl.arnhi{an rd.ine.rat 8r.r,kan Lrylamdan Batuan yang nyata-nyata ttdakdimanfaatkan secara komersil atau diteioert<an, seperti kegiatan pengambilantanah untuk keperluan rumah tangja,--pu--rn-"n""ng"n tiang lsitrik/telepon,penanaman kabel.ristrit</tetepon, penanaman ptpa air/gai;dan -b' Kegiatan pengambilan Mineral Bukan r-ogrr-i"nbatuan yang merupakan ikutandari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersil;

Pasal 4

(1) subjek Pajak MlnerSl,Bukan Fgam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badanyang dapat mengambilMineral AIXan Logam dan Batuan;(2) wajib Pajak Miniral But<an" I-og-; oan gitua" ;J;h brang pribadiatau Badan yangmengambilMineral Bukan Logim dan Batuan

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

.1-



DASAR *fr8:^l'LN rARrF
DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal S

(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil
.^. pengambiTan Mrheraf Bukan Logam dan Batufn;
(2) Nilai Jual yang dimaksud padi ayat.(1) dihitung dengan mengatikan satuan atauVolurne atau Tonase hasii pengambilan_oengai Nilai pasa, ft"u Harga standarmasing-masing jenis bahan galian Mineral Butcair Logam dan Batuan;(3) Nilai Pasar yang.di maksud fada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasitempat wilayah daerah;
(4) aalam haf inf nilii pasar darf fraslr proo'uksi Mineraf bukan fogam dan Batuansebagaimana dimaksud pada ayat (3) sul't diperoien, oigrn"kan harga standar yangditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral BukanLogam dan Elatuan

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Mjneral Bukan Logam dan Batuan bagi Penambang Tradisional ditetapkansebesar 10 % (sepuluh persen)
(2) Tarif Pajak Mineral Ejukan [og"m dan batuan bagi penambang pengusahaditetapkan sebesar Ze % (dua putun persen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak lvlineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengancara mengalihkan tarif pajak se-bagaimina di maksud iaram pasat-o oengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasats.

wr LAyAH r rf,t'i,yrrAN pA.rAK

Pasal 8

Pajak Mineral Bukan Logam dan BatuanJang terutang dipungut diwilayah daerah tempatpengambilan Minerat Bukan Logam dan Eiatuln

r,rnsTFflnr

Pasal 9

{1 fllasa Pajak adarah jangka waktu 1 (satu) buran karender;(2) Jangka waktu...sebagaimana paoa' avai(;t 6;i-oi"tu dengan peraturan Bupatipaling lama 3 (tiga) bulan kalender;(3) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar bagiwajib pajak untuk menghitung, menyeior, oan meiaiortan pajak yang teiutang.

pEMUNEfiaIl pAJAK

i rata?1t$ffnT"""
Pasal 10

i]) f-gmungutan 
pajak ditarang untuk diborongkan;

(2) Wajib pajak yang memenuhi kewajibin perpajakan sendiri dibayar clenganberdasarkan perpajakan sendiri dibayar d"r,;;;Grdasarkan sprpD, sKpDKB,dan/atau SKpDKBT;
(3) Wajib pajak wajib mengisi SpTpD;
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(4) SPTPD sebagaimana dirnaksud p?.9a ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, lengkapdan harus ditanda tanganioreh wajib pajak iil, r.urr"nyr;
(5) SPTPD sebagairnana dimaksu'd pada 

"v"t tzf digunakan untuk menghitung,
.^. T_ernbayar, dan melaporkan sendiri pajak y"ni't"rJi"ng;
(6) SPTPD sebagaimana dimaksud ryda'afat til nlrui oisampaixan kepada Bupati setambat-lambatnya 30 (tiga puruh) hariseterah ueramriinya mlsa pa;ak.

Pasaf ff
(1) Dalam jangka wal<tu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapatmenerbitkan:

a. SKPDKB datam hat :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaarr atau keterangan lain, pajak yang terutang
tr-q'ak a(au kurang bayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati datam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis iidak disampaikan p'aia
waktunya sebagaimana yang d'itentukan dalam surat teguran.3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak'yanj terutang dihitung
secara jabatan.

b' SKTKaT jrha oltEnrukan da{la atau o'ata yang semula belum terungkap yang
menyebabkan.penambahan jumlah pajak yang terutang;c' Sl-eDN jika jumlah pajak yang terutang sJma besirnya dengan jumlah kreditpaiak tidak terutang dan tidak ada kredit pllaX;

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang o'atim SKPDKBT sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a. angka 1) dan angra 2) dikenakan sanksi aiministratif berupa
kenarkan sebesar 2 16 (dua persefl') perbutai drtnifung dan pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama - 24 (dua putun-empat) bulan
dihitung sejak terutangnya pajak;

(3) Jumlah kekurangal Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b. dikenakan sanksi administratif berupa kenai[an sebesar 100 o/o

, .. (seratus persen) darijumlah kekurangan pajak tersebut;
(4) Kenar4km sabaga'vnana ckmakscad iadd iyat (3) fidak dikenakan jika wajib pajak

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
(5) Juml-ah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hquf ar angka 3) dikenakan sanksi administratif ne-rupa kenaikan sebesar zS *o pui
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 o/a (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
d#gyarr.rntuk,ralgka rrcklu pa*,ng Jama iA gui putufrem-pat) bulln dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

Pasal t2

(1) Tata Cara Penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 diatur dengan peraturan Bupati;

(2) Ketentuan lebih^ lanjut mengenai tata caia pengisian dan penyampaian SpTpD,
SKPDKB, dan .SKPDKBT, sebagaimana dimaksub dalam pasal- 10 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan pajak

Pasal 13

(1) Bupati dapat menerbitkan STpD jika.:
?. qajgk yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdJpat klkurangan pembayaran pajak sebagai

akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

.^. 9. Wgjib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekuranga.n pajak yang terutang dalam Stpo sjbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratil. berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untulipaling lama 15 (lima belas) bulan seilt
saat terutangnya pajak.

/,



PEMBA?IRJ,I,| ,oro^

rara cara rffflfli:flll, p"n.sr,u,,

Pasal 14

(1) settap waJtb paJa.k membayar pajak terhutang dengan menggunakan sspD;(2) SSPD wajib diisi dengan jelas,-benar or""r","gkip serta ditandatangani .oleh wajibpajak atau kuasanya;

l9l gs.PD wajib disampaikan kepada instansi/pejabat yang berwenang;(4) Bukti pembayaran pajak adalah ssPD 'ving- i6r"i menoajiiian varioasi sesuaiketentuan yang berlaku;
(5) Ke(enftran bbrt'r rbnl'uf mengenai 0enfuK rsi dan fafa cara pengisian dan penyampaianSSPD sebagaimana dimakiud pada ayat (1) Ji"t* o"ngan peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Bupati menentukan tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutangpaling tama !p (tqoa puruh) harf kerja sete:arr saat terutangnya pajak;(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 
. Surat xeputusan Pembetulan, Surat KeputusanKeberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah p"i"L yang harusdibayar bertamb.alr merupakan oasar ienagihan pajak dan harus dilunasi dalam.- jangka waktr.r paring rama 1 (satu) buran ie;arltanggar diter.bitkan;(3) Bupati atas permohonan wiiiu Pajak seteLn meirlnuni persyaratan yang ditentukandapat memberikan persetujubn kepaoa wajib fa;ar untur re,ig"njs i atattmenundapembayaran pajak dengan dikenakan ounga 

"*o"r"t 
2 o/o (dua-pri"ny sebulan;(4) Ketentuan lebih lanjut mbngenaitata cara.p6mnayaran, penyetoran, tempat pembayanan,en€teuran'! dan penundean pembayerqn pajak diatur dengan Feraturan Btrpati.

Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan sKpDKB, SKPDKBT, STPD, surat KeputusanPembetulan, surat keputusan Keberatan Jan-putusan Banding, yang tidak ataukurang dibayar oleh wajib Pajak padarvaktunva iapat ditagih dengan surat paksa;(2) Penagihan pajak oengan 'suiat 
Paksa oradan"ran berdasarkan peraturanperundang-undangan.

*"'"u#'ilff$iio,"n
Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabatyang ditunjuk atas suatu :
d. SKBPKB;
e. SKpDKBT;
T. SKPDLB
g. SKpDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa rndonesia dengan disertai atasan-alasan yang jelas;
(3) Keberatan harus diajukan dalam_ jangka waktu paling, tama 3 (tiga) bulan sejaktanggal surat, tan.g.gai pemotongan ata-u p"rungrtln sebagaimana dlmaksud dalamayat (1), kecua,li jika wajib pqa\ dapat'rnunrn]ur"n bahwa jangka waktu itu tidak

9-rp"t dipenuhi karena keidaan' dif uar ietuas;;;,ry;(4) Keberatan daqa! .diajukan "pinir" w.ajiu-F";"i-tur"n membayar paring sedkit
,E\ ::ry1l1h yang tetah disetujuiWajib pajak;
(c) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2J, ayaf (3) dan ayaf (a) ildak ara'nggats"o"giisur"t xeoeratan Jerringga tioardipertimbangkan;
(6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabatyang ditunjuk a3y tanda pengirimin 5rr"t- x"u;;i"n melaluf surat pos tercatatsebagai tanda bukti penerimaarisurat Keberatan.

/
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Pasal 1B

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi lieputusan atas keberatan yang di".;rt rn;
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima sel-uruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
{naUita jangka waktu.sebagaimana dimaksud p;da ayat 1t1 teta-h tewat dan Kepata
Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yairg diilukan tersebut dianggap
dfkabufkan.

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa fndonesla, dengan alasan yang jetas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberalan teiseUut

(3) Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tarrggal penerbitan putusan Banding.

Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar ?. o/o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan;

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB,

CJ, Dafam haf keberatan Walib Pa1'ak drtofak atau orikabulkan sebagian, Wajib pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima Fuluh persen) dari
jumlah pajak. berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan;

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayaf (3) (rdak qikenakan;

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1 00 % (seratus persen) dari jumiah
paiak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kefrga
Pembetulan, Pembatalan, pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau

Pengurangan Sanksi Adminiistratif

Pasal 21

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang datam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/aliau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Kepala daerah dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan

kenatkkan pa1'ak yang terutang menuruf peraturan perunding-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wa;iO
pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan sspD, sKpDKB, sKpDKBT atau srpD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. rnengurangkan atau membatalkan STpD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang difaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;

y'-
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e. mel'lgurangkan atau membatalkan pajak terutang datam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; danf. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.(3) Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatilan ketetapan' paiak sebagaimna
dimaksud pada ayat (2) diatur clengan peraturan Kepala Daeiah.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan perrnohonan
pengembaffan kepada K-epafa Daerah;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimjna
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran pa1'ak dranggap dikabutkan dan SKPOLB harus diterbrtkan dafim jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak tainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasf
terlebih dahulu utang pajak tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lamaZ (dua) bulan sejakditerbitkannya SKPDiB;

t€) Jika pengernbalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulen atas keterlambatan pembayaran ketebihan pembayaran pajak;

(V) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KADAL.UWARSA PENAGI HAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dariWajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.(3) Dalam haf ditertlftkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagarmana dlmJksuJ pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang pajak secara tangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (Zl huruf
b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai.utang
pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah;(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib pajak.

Pasal 24

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

/,.
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BAB X
PEMERIKSAAN

Pasal 25

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanikan peraturan
p_erundang-undangan perpajakan daerah;(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
. dasamya dan.dokumen lain yang berhubungan dengan objekpajak yang terutang;b. memberikan kesempatan untux memasJki temfat atiu iuangin yang diaiiggap

perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;-da1/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Apabira pada saat pemenksaan, W"Ib Palbk tr?Jak melaksanakan kewafiban sebagarmana
dimaksud pada ayat (2), maka pajakterutang ditetapkan secara jabatan; '(4) Ketentuan .lebih lanjut mengenai tati cara' pemeriksaan pajak diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

r Ns E Nn FBpAEliili N G urAN

Pasal 26

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kin-erja;(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud 

'pada 
ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;(3) Tata cara pemberian dan pemaniaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan. Peraturan Kepala Daerah dengan- berpedoman pada peritut"nperundang-undangan.

KErENFrffr.IXHUsus

Pasal 27

(1) S.gtigq Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yangdiketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Fajak dalam ringL" jabatan ataupekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga Ahliyang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu oarim- pelaksanian ketentuanperaturan perundang,undangan perpajakan daerah;(3) Dikesrallkan dari.ketehtuan_seuagaimjni oimaksuJfaaa ayat (1) dan ayat (2) adatah :a' Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai sakii aiau sarsi anti'aalam sidangpengadifan;
b' Pejabat danlatau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untukmemberikan keterangarr kepada pejabat lembaga n"g"r" "t", lnstansiPemerintah yang berwenang melakukan pemeriksain dara-m bricang keuangandaerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi iln tertulis kepadaPejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksudpada ayat (2), agar membenkan keteiangbn, memperlihatkan buKi tertulis dari atau
l?nt"ng Wajib pajak kepada pihak yang ditu-njuk;(5) Untuk kepentingan pemeriksaan oipeigadilan dalam perkara pidana atau perdata, ataspermlntaan hakim sesuai dengan Hukurn-Acara Pidana dan Hukum Acara Ferdata, KepalaDaerah dapat memberi izin tertulis kepada ee;auai seoagaimana dimaksud pada ayat (1),cian bnaga ahli sebagaimana dimaksud'p"J" ayt (zI, untuk rriemtrerikan danmemperlihatkan buktiterturis dan keterangan vliajib eafit yang ada padanya;(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaisuo pioa 

"vit tsl harus menyebutkan namatersangka atau nama tergugat, keterangan yang oiminta, serta xaitan'jntara perkarapidana atau perdata yang bersangkutun-o*ng";k"t"rrngrn yang diminta.

/,,
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BAB XIII

PENYIDIKAN

pasal 2g

Penyidikan terhadap-pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh penyidikPegawai Negeri Sipil Daerah]-
wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adarah :a. menerima, mencari, mengumpurkan, dan meneritt keterangan atau raporanberkenaan dengan tindak lio"na ai uioang p"rp"J;k"n daerah agar keterangan. atau taporan rers.ebut menjadi tebih tengk"plln j"fii:
b' meneliti, mencari, 

.dan mengumpurkarixeieranjan ilengenai orang pribadi atauBadan tentang kebenaran perbuatan yang dilaiukan sehubungan dengan tindakpidana perpajakan daerah;
c' meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan
, dengan tindak pidana di bidang perpajakan Oaeranj" 

-
d' memeriksa buku, catatan, daridokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
e' melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, sefta melakukan penyitaan terhadap'uinan out<titersebut;
f' meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan daerah;
g' menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atautempat pada saat pemeriksaan sedang berlanglung dan memeriksa identitas
. orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dlngan tindak pidana perpajakan daerah;i' memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukarr tindakan lain yang perlu

bidang perpajakan daerah sesuai
undangan.

untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
dengan ketentuan peraturan perundang-

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud.. pada. ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikinnya kepada penuntut Umum melaluiPenyidik Pejabat Kepolisian Negara Refubtik ln-donesia, sesuai dengan ketentuanyang diatur daram undang-undang Hukum Acara pidana.

KErEhirtfiil'X,ooro

Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SpTpD atau mengisidengan tidak benar atau tidak lengiiap atau metampirkan teterantan yang tidakbenar setringga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana i"ng"n pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paiing banyak 2 (dua) kali
lymtah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;(2) waiib Pajak yqng dglganlengaja tidak meiyampaikan sprpD atau mengisi dengantidak benar atau tidak lengliap atau metampiiran keterangan yang tidak benarsehingga merugikan keuangan Daerah dapai dipidana denlan piJin, kurunganpaling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 

-a 
f"h.tp"tl kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 30

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampauijangka waktu5 (lirna) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa pajak atau berakhirnya
Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun pajak yang bersangkutan.
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Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 ayat (1) dan ayat(2) merupakan
penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

PasafS2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingka ll Muna
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambiian dan Pengol'ahan Blnan Galian
Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasa{ 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan
Perafu ran Bupatl sepanjang mengenai atura n pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tangg al zl- ( - ZOll

BUPATI MUNA

Diundangkan di Raha
pad'atthggal ?,1 - 6 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KAB. MUNA

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN MUNA TAHUN 2011
NOMOR : Q{

I-I. L.M. BAHA

- - v
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR O t/ TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mampu mengurus dan mengatur
rumah tangganya sendirf, maka pajak daerah merupakan salah satu sumbei pembiayaan dltam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kembsyarakitan.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Muna Nomor 2 Tahun 199-8 tentang Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sudah tidak relevan lagi dengan
perkembangan pembatlgunan saat ini, maka perlu ditinjau dan disempurnakan kembali sesuai
dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAI.

Pasal 1

Istilah-istilah yang dicerminkan dalam pasal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh
keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga terhindar dari
kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasaf 5
Cukup jelas

Pasal 6
Besarnya tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan 25 o/o (dua puluh lima
persen) dari Harga Standar yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Pasal 7
Cukup Jeias

Pasal I
Cukup jelas

Pasaf 9
Cukup jelas

Pasal 10
Culcup jelas

Pasal 11

Cukup jelas
Pasaf t2

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasai t5

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup.!elas
Pasat tB

Cukup jelas

2.
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Pasal 19
Cukup jelas

Pasal-20
Cukuo ielas

Fasal 21
CukUp jblas

Pasal22
CukupJetas

"Pasil23

Cukup jelas
Fasal24

Cukup jelas
Pasal 25

Gukup jefas
Fasal26

Cukup jelas
PasaIZT

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jefas
Pasal29

Cukup jelas
Pesat 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukupjefas
Pasal 32

Cukup jelas
?trsrdr?fo

Gukup jelas
Pasal 34

Curkulr Jrrrlat

TAMBAHAN LEMBARAN DAEMH I(ABUPATEN MUNA NoMoR :o{


